
BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 

  Undang-Undang lnomor l1 ltahun l1974 ltentang lperkawinan ldalam lpasal l1 

lperkawinan lialah likatan llahir lbatin lantara lseorang lpria ldengan lseorang lwanita lsebagai 

lsuami listri ldengan ltujuan lmembentuk lkeluarga l(rumah ltangga) lyang lbahagia ldan lkekal 

lberdasarkan lketuhanan lyang lmaha lEsa. lDan lmenurut lpasal l2 layat l1 lsuatu lperkawinan 

lsah lapabila ldilakukan lmenurut lmasing-masing lagama ldan lkepercayaan lnya.1 lKemudian 

lmenurut lKompilasi lHukum lIslam lpernikahan lyaitu lakad lyang lsangat lkuat latau 

lmitssaqan lghalidzan luntuk lmentaati lperintah lAllah ldan lmelaksanakannya lmerupakan 

libadah. lPerkawinan lmenurut lhukum lislam lini lbertujuan luntuk lmewujudkan lkehidupan 

lrumah ltangga lyang lsakinah, lmawaddah, ldan lwarrahmah.2 

  Perkawinan lAntara lLaki-laki ldan lSeorang lPerempuan lBeragama lIslam lwajib 

ldi lcatat ldalam lAkta lPerkawinan.3 lNamun lakhir-akhir lini lbanyak ltemuan lkasus 

lperkawinan lsiri ldi lberbagai lkalangan ldari lmedia lcetak, lmedia lelektronik, lacara 

linfotaiment ldalam lsiaran lTV lSwasta, lbanyak lsekali ltayangan ltentang lmaraknya ltentang 

lpernikahan lsiri lmulai ldari lkalangan ltokoh lulama, lpolitik, lselebritis, lpengusaha lmaupun 

lmasyarakat lbiasa.4 

  Nikah lsiri ladalah lPernikahan lyang ldilakukan lhanya lberdasarkan laturan 

l(hukum) lagama lsaja, ldengan lmengabaikan lsebagian latau lbeberapa laturan lhukum lpositif 

                                                           
1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 dan 2. 
2 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. 
3 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2. 
4 Garwan Irma, Hak – Hak Anak Hasil dari Perkawinan Siri setelah terjadinya Perceraian, Jurnal Jistusi Ilmu Hukum, Vol. 1 

No. 1, September 2016, Hal. 66. 



lyang lberlaku, lsebagaimana l lyang ltelah ldijelaskan ldalam lUndang-Undang lPerkawinan 

lNo. l1 lTahun l1974 ltentang lPerkawinan, lPasal l2 lbahwa lsetiap lperkawinan ldicatatkan 

lsecara lresmi lpada lKantor lUrusan lAgama l(KUA).5 lBegitu ljuga ldengan lanak lyang 

ldilahirkan ldari lnikah lsiri latau lperkawinan ldi lbawah ltangan ldianggap lsebagai lanak ltidak 

lsah latau lanak lluar lnikah, lsebagai lkonsekuensinya lmaka lanak lhanya lmempunyai 

lhubungan lperdata ldengan libu ldan lkeluarga libunya. lDengan ldemikian, lanak ltidak lberhak 

latas lbiaya lkehidupan, lpendidikan, lnafkah, ldan lhak lwaris ldari layahnya.6 

  Didalam lpernikahan lsiri lsering lterjadi lperkara lsoal lpewarisan lhak ltanah ldari 

layah, lperkara lwaris lmemiliki lkedudukan lyang lsangat lpenting ldikarenakan lterkait 

ltimbul ldan llenyapnya lhak ldan lkewajiban lseseorang lterhadap lsuatu lharta lpeninggalan 

lyang lapabila ltidak lterselesaikan ldengan lbaik ltidak ljarang lmenimbulkan ladanya lkonflik 

lpanjang ldalang lsebuah lkeluarga.7 

 Putusan No.282/PDT/2016/PT.SMG menjelaskan bahwa Juwari sebagai 

Penggugat menggugat harta waris dari istri hasil pernikahan siri kakak nya yang 

bernama Susetyaningsih dan dua anak kakak nya yang bernama Atlit Niken Nilasari 

dan Atlit  Larina, Penggugat menjelaskan bahwa dia yang seharusnya mempunyai hak 

waris atas harta yang di tinggalkan kakaknya yang sudah meninggal dikarenakan 

menurut nya istri kakaknya dan anak kakak nya tidak mempunyai ikatan perdata. Hal 

tersebut menimbulkan masalah yang mana tergugat tidak merasa mengambil hak si 

penggugat, sebaliknya  tergugat  merasa bahwa hak nya yang ingin di ambil penggugat. 

 

                                                           
5 Tarmizi, Dampak Nikah Siri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah, Jurnal Hukum, Vol. 13,No. 2, November 2016, Hal.334. 
6 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43.. 
7 Ury Ayu Masitoh, Anak Hasil Perkawinan Siri sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam, Diversi 

Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 Desember 2018, Hal. 142. 



 Dengan ldemikian lsalah lsatu lupaya luntuk lmempersempit lpersengketan lhak 

latas ltanah lyaitu ldengan lcara lperalihan lhak ltanah lsecara lpewarisan. lPeralihan lhak 

lkarena lpewarisan lterjadi lkarena lhukum lpada lsaat lpemegang lhak lyang lbersangkutan 

lmeninggal ldunia. lDalam larti, lbahwa lsejak litu lpara lahli lwaris lmenjadi lpemegang 

lhaknya lyang lbaru. lMengenai lsiapa lyang lmenjadi lahli lwaris ldiatur ldalam lHukum 

lPerdata lyang lberlaku lbagi lpewaris. lPendaftaran lperalihan lhak lkarena lpewarisan ljuga 

ldiwajibkan, ldalam lrangka lmemberikan lperlindungan lhukum lkepada lpara lahli lwaris 

ldan ldemi lketertiban ltata lusaha lpendaftaran ltanah, lagar ldata lyang ltersimpan ldan 

ldisajikan lselalu lmenunjukkan lkeadaan lyang lmutakhir. lSurat ltanda lbukti lsebagai lahli 

lwaris ldapat lberupa lAkta lKeterangan lHak lMewaris, latau lSurat lPenetapan lAhli lWaris 

latau lSurat lKeterangan lAhli lWaris.8 

Dari Uraian diatas dan berdasarkan peraturan yang ada bahwa dalam Pembagian 

hak waris dan kedudukannya dari Pernikahan Siri ada terkendala oleh pihak keluarga 

yang merasa di rugikan. Berdasarkan Latar Belakang diatas Penulis mengajukan 

Penulisan yang berjudul 

“Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Dari Pernikahan Siri” 

(Studi Kasus Putusan PT Semarang No.282/PDT/2016/PT.SMG) 

 

 1.2 Rumusan Masalah 

  Penulis merumuskan masalah lebih rinci. Beberapa permasalahan yang akan 

di bahas dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Mengenai Hak Kepemilikan tanah dari 

Pernikahan Siri (Studi kasus Putusan PT Semarang No. 282 

/PDT/2016/PT.SMG) ? 

                                                           
8 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 42 



2. Bagaimana peralihan waris hak atas tanah melalui peraturan – peraturan 

pernikahan siri? 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 
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  Penjelasan tentang Kerangka Pemikiran Tinjauan Yuridis Terhadap 

Kepemilikan Tanah dari Pernikahan Siri. 

  Di lKerangka lPemikiran ldiatas lpenulis lmenjelaskan lbahwa lmenurut lUndang l– 

lUndang lNo. l1 lTahun l1974 ltentang lPernikahan lPasal l1 ldan l2 lyaitu l“perkawinan lialah 

likatan llahir lbatin lantara lseorang lpria ldengan lseorang lwanita lsebagai lsuami listri ldengan 

ltujuan lmembentuk lkeluarga l(rumah ltangga) lyang lbahagia ldan lkekal lberdasarkan 

lketuhanan lyang lmaha lEsa. lDan lperkawinan lsah lapabila ldilakukan lmenurut lmasing-

masing lagama ldan lkepercayaan lnya.”9 

  Pasal 2 dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini 

membuat terjadi nya multitafsir untuk beberapa masyarakat dan para ahli yang mana 

cukup dengan pernikahan agama(Siri) dan kepercayaannya  saja sudah d anggap sah. 

10Padahal dengan pernikahan siri saja tidaklah cukup harus di catat oleh petugas resmi 

pemerintah,baik oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama ( KUA) 

dikarenakan akan ada beberapa permasalahan untuk anak hasil dari hubungan pernikahan 

siri tersebut.11 

  Hilang lnya lhak lkeperdataan lanak ldengan layahnya, lmenurut lKompilasi lHukum 

lIslam lPasal l100 lyaitu l“ lAnak lyang llahir ldi lluar lperkawinan lhanya lmempunyai 

lhubungan lnasab ldengan libunya ldan lkeluarga libunya”12 

  Hal tersebut menyebabkan hak waris terhadap anak hasil dari pernikahan siri 

itu bermasalah atas kedudukannya sebagai ahli waris dari ayah nya. 

                                                           
9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan 2 
10 Rahajaan Jakobus Anakletus, Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia, Jurnal Aplikasi Kebijakan & Bisnis, Vol. 1, No. 1, 

Maret, 2020, Hal. 2 
11 Faizah Siti, Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.1, No.1, Juni, 2014, 

Hal. 22 
12 Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 



 1.4 Tujuan Penelitian  

  Tujuan penulisan Skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum nya Kepemilikan Tanah dari 

pernikahan Siri. 

2. Untuk mengetahui Peraturan – peraturan apa saja yang menyangkut peralihan 

waris hak atas tanah dari pernikahan siri. 

  

 1.5 Manfaat Penelitian 

  Manfaat penulisan ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

  Hasil penulisan ini diharapkan    dapat    menambah  ilmu pengetahuan 

penulis dan memberikan informasi menambah wawasan bagi wawasan 

penulis dan pembaca, serta dapat dijadikan sebagai tambahan referensi 

tentang Hukum mengenai Pernikahan Siri yang mana berkaitan dengan 

tinjauan hukum terhadap kepemilikan tanah waris dari pernikahan siri dan 

Studi Kasus tentang Peralihan Hak Waris dari  Pernikahan Siri 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi yang 

bermanfaat dan bisa berkontribusi positif tentang Peraturan – Peraturan  

Pernikahan  serta Peralihan Hak Waris Dari Pernikahan Siri serta upaya 

Hukum apabila terjadi suatu masalah tentang Pernikahan Siri dan Peralihan 

Hak Waris. 

 



 1.6 Sistematika Penulisan 

   Sistematika Penulisan Skripsi ini ada beberapa bab bagian ,yaitu : 

  Bab I : Pendahuluan  

  Penulis mengemukakan isi dari pendahuluan ini yang terdiri 

dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan. 

  Bab II : Tinjauan Pustaka 

  Terdiri dari tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan 

umum terdari pengertian dari hukum perkawinan, syarat – syarat, dan 

Prinsip – Prinsip hukum perkawinan. Sedangkan tinjauan khusus terdiri 

dari pengertian pernikahan siri, pengertian anak hasil dari pernikahan siri, 

penjelasan Putusan MK No.46/PUU-VII/2010, pengertian peralihan hak 

pewarisan. 

  Bab III : Metode Penelitian 

  Untuk metode penelitian penulisan ini menggunakan yuridis 

normative, yuridis normatif yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka, setelah data sudah terkumpul maka 

selanjutnya akan dilakukan analisis dengan mengacu data dari Putusan PT 

Semarang No. 282/PDT/2016/PT.SMG. 

  Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis Data 

  Membahas tentang laporan hasil penelitian dan pemabahasan 

data. 

  Bab V : Penutup 

    Kesimpulan dan Saran.



 


